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Abstract. The proliferation of buildings operating without Certificates of Functional Suitability in Bekasi
Regency poses severe risks to public safety and regulatory compliance, yet research integrating local
government structural barriers with building owner compliance remains limited. This study aims to analyze
the implementation of certificate issuance and examine local government strategies in managing uncertified
buildings. Using a normative juridical method with a qualitative approach, this research relies on primary
and secondary legal materials. The findings reveal that the primary obstacle to certificate issuance is low
compliance among building owners, driven by weak agency supervision and poor public communication.
The novelty of this study lies in the formulation of an integrated digital-based supervision model and a
massive regulatory dissemination strategy as a concrete solution to ensure safety, comfort, and legal
certainty in building utilization.

Keywords: Certificate of Functional Suitability (SLF), Legal Suitability of Buildings, Licensing Law, State
Administrative Law, Legality.

Abstrak. Maraknya bangunan gedung di Kabupaten Bekasi yang beroperasi tanpa Sertifikat Laik Fungsi
memicu ancaman keselamatan publik dan pelanggaran regulasi, namun kajian yang mengintegrasikan
hambatan struktural pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan pemilik bangunan masih terbatas.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi serta mengkaji
strategi pemerintah daerah dalam mengatasi bangunan non-sertifikat. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama belum terbitnya sertifikat disebabkan oleh rendahnya
kepatuhan pemilik bangunan yang dipicu oleh lemahnya pengawasan instansi terkait serta buruknya
komunikasi publik. Kebaharuan penelitian ini terletak pada formulasi model pengawasan terpadu berbasis
digital dan strategi sosialisasi regulasi secara masif sebagai solusi konkret untuk menjamin keselamatan,
kenyamanan, serta kepastian hukum pemanfaatan bangunan gedung di daerah.

Kata kunci: Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kelayakan Bangunan Menurut Hukum, Hukum Perizinan,
Hukum Administrasi Negara, Legalitas.
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1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang berorientasi pada pemajuan kesejahteraan umum
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 menuntut pemenuhan Kriteria teknis serta
administratif pada bangunan gedung guna menjamin keselamatan, keandalan struktural,
dan perlindungan hak asasi manusia (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Meskipun Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
menetapkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai prasyarat mutlak sebelum pemanfaatan
bangunan pascakonstruksi, realitas empiris di Kabupaten Bekasi menunjukkan maraknya
bangunan industri yang beroperasi aktif tanpa mengantongi validasi SLF maupun
penertiban yang tegas dari otoritas setempat. Ketimpangan antara norma hukum (das
sollen) dan praktik lapangan (das sein) ini dipicu oleh lemahnya pengawasan, persepsi
birokrasi berbelit, rendahnya pemahaman hukum, serta belum optimalnya pengenaan
sanksi administratif (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Riset terdahulu cenderung berfokus
pada dimensi normatif-religius di tingkat kota (Tisna Mila Nia Febrianti, 2022), aspek
keandalan struktur secara fisik semata (Budiono Joko Nugroho, Rahma Nindya Ayu
Hapsari, 2022), maupun keterbatasan kapasitas internal birokrasi daerah. Research gap
tersebut menegaskan minimnya kajian yang mengorelasikan efektivitas implementasi
regulasi SLF mutakhir dengan dinamika birokrasi di wilayah kabupaten berkarakteristik
industri masif. Kebaruan penelitian (state of the art) ini terletak pada analisis kritis-
empiris mengenai transisi sistem perizinan dari IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG), evaluasi keterlibatan tenaga pengkaji teknis, penerapan Sistem Informasi
Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), serta pemetaan kesenjangan antara kebijakan
nasional dan kendala lokal-struktural di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian tersebut,
rumusan masalah penelitian ini ditujukan untuk mengkaji penyebab banyaknya bangunan
gedung di Kabupaten Bekasi yang belum memiliki SLF serta menganalisis implementasi
penerbitan SLF di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2021 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.
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2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teoritis merupakan landasan pemikiran yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.
Dalam penelitian mengenai implementasi penerbitan SLF bangunan gedung di
Kabupaten Bekasi, digunakan beberapa teori hukum sebagai berikut :

A. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep
negara hukum, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada
hukum dan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerbitan SLF
merupakan manifestasi konkret dari prinsip negara hukum yang bertujuan menjamin
keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna bangunan
gedung. Penggunaan bangunan gedung tanpa kepemilikan dokumen SLF secara sah
merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip legalitas dan mereduksi esensi
sistem perlindungan hukum.
B. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu
faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor
masyarakat, dan faktor budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis tingkat
efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dalam praktik
penerbitan SLF di Kabupaten Bekasi. Hambatan pelaksanaan di lapangan terindikasi dari
beberapa faktor linear. Faktor tersebut meliputi lemahnya fungsi pengawasan oleh
otoritas berwenang, rendahnya kesadaran hukum para pemilik bangunan gedung, serta
belum optimalnya penegakan sanksi administratif bagi pelanggar regulasi.

C. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum wajib memberikan rasa
aman dan proteksi terhadap hak dasar masyarakat. Dalam konteks tata kelola bangunan,

penerbitan SLF merupakan instrumen riil untuk melindungi hak atas keselamatan,
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keamanan, dan kenyamanan. Hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang
dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dengan demikian, kedudukan hukum SLF tidak sekadar bersifat administratif formal
semata. Penerbitan SLF memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang

mendalam untuk memastikan lingkungan binaan yang aman bagi jiwa manusia.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2002, setiap bangunan gedung wajib
memiliki SLF yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap
fungsi bangunan yang meliputi aspek struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, serta
sanitasi dan keselamatan kebakaran. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung, terdapat berbagai istilah penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Beberapa istilah tersebut meliputi Bangunan Gedung, Laik
Fungsi, Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung (SLF), Permohonan SLF, Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna
Bangunan Gedung, Perangkat Daerah Penyelenggara SLF, Tim Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pertimbangan Teknis, Pengkaji Teknis, Pengawas Konstruksi, Manajemen
Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, Bangunan Gedung Sederhana, Bangunan Gedung
Tidak Sederhana, Bangunan Gedung Khusus, lIzin Mendirikan Bangunan (IMB),
Pemerintah Pusat, Menteri, Pemerintah Daerah.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan dokumen hukum yang membuktikan
bahwa suatu bangunan gedung telah memenuhi standar keandalan dan kelayakan teknis
sebelum operasional. Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat ini sebagai jaminan
yuridis dan teknis bahwa struktur bangunan bersifat aman, nyaman, sehat, serta selaras
dengan regulasi tata ruang yang berlaku. Kepemilikan SLF bersifat wajib bagi setiap
penyelenggara bangunan gedung, baik untuk konstruksi baru maupun bangunan eksis
yang mengalami perpanjangan masa pemanfaatan. Landasan yuridis penataan SLF
berakar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang
mengamanatkan perlindungan menyeluruh terhadap aspek keselamatan jiwa dan
kesehatan publik. Dalam konseptualisasi di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah
memosisikan SLF sebagai instrumen pengendalian investasi dan tata ruang. Dokumen ini

diberikan secara selektif kepada pemilik bangunan yang terbukti secara empiris
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meloloskan uji kepatuhan teknis, sehingga struktur bangunan tersebut memiliki legalitas
formal untuk dapat digunakan.
3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini bertumpu pada pendekatan yuridis
normatif dengan membedah kaidah dan norma hukum yang memuat Kketentuan
pemeriksaan keandalan bangunan gedung, khususnya terkait Sertifikat Laik Fungsi
(SLF). Penelaahan berfokus pada analisis penerapan hukum positif (ius constitutum) serta
asas kepastian hukum terhadap fakta hukum pemenuhan kewajiban SLF di wilayah
Kabupaten Bekasi. Melalui kerangka ini, sinkronisasi antara produk hukum pemerintah
pusat dan efektivitas penegakan aturan di tingkat daerah dapat dievaluasi secara
komprehensif. Kerangka pemikiran ini selaras dengan pandangan (Muhaimin, 2020) yang
menegaskan bahwa penelitian hukum normatif secara fundamental berorientasi pada

kajian konsepsi, asas, serta kaidah hukum tertulis.

Rancangan penelitian ini mengaplikasikan spesifikasi deskriptif-analitis yang
mengandalkan bahan hukum sekunder sebagai basis data utama melalui studi
kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik.
Pengkajian diarahkan untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan penerbitan SLF
di lapangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai aturan
pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Kedudukan pendekatan metodologis
ini berfungsi sebagai instrumen sistematis dalam mengarahkan, membatasi, serta
membedah isu hukum secara objektif agar alur analisis berjalan terukur. Sebagaimana
dijelaskan oleh (Muhaimin, 2020), ragam pendekatan dalam penelitian hukum
memfasilitasi pemerolehan informasi dari berbagai dimensi untuk menjawab
permasalahan yang diteliti. Penggunaan pendekatan deskriptif-analitis ini sekaligus
membantu memotret dinamika operasionalisasi kebijakan, mencakup kendala teknis dan
hambatan birokrasi, sehingga analisis tidak terbatas pada teks hukum melainkan menguiji

efektivitas serta pengawasan regulasi di Kabupaten Bekasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini sepenuhnya
berasal dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier melalui penelusuran dokumen fisik dan literatur digital. Bahan hukum primer

mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
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1999, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati Bekasi terkait perizinan gedung via Sistem Informasi Manajemen Bangunan
Gedung (SIMBG). Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum
administrasi negara dan agraria, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian terdahulu yang
memberikan eksplanasi atas bahan primer. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari
kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori digital pemerintah yang berfungsi memberikan
penjelas tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder dalam menilai kesiapan sektor

industri di Kabupaten Bekasi.

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (library
research) dengan menginventarisasi dan menguji dokumen hukum secara kritis. (Peter
Mahmud Marzuki, 2011) mengemukakan bahwa pengumpulan bahan hukum normatif
wajib ditempuh melalui penelusuran pustaka guna menemukan ratio legis serta
konsistensi norma dalam menjawab persoalan hukum secara logis. Tahapan pengumpulan
data diawali dari identifikasi fakta hukum, inventarisasi regulasi dan literatur pendukung,
hingga penelaahan substansi untuk merumuskan preskripsi hukum yang tepat.
Implementasi teknik kepustakaan ini berfungsi sebagai sarana pembanding dan
pendukung interpretasi guna memperoleh landasan teoretis serta rekomendasi konkret

terkait kepastian hukum penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Proses analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan
mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan mengonfrontasikan norma hukum positif
(ius constitutum) terhadap kenyataan pelaksanaan penerbitan SLF di Kabupaten Bekasi.
Tahapan analisis diawali dari sistematisasi atau inventarisasi bahan hukum melalui
seleksi dan pengelompokan regulasi berdasarkan hierarki perundang-undangan. Langkah
berikutnya adalah penyajian bahan hukum secara deskriptif-naratif yang memaparkan
norma, teori kepastian hukum, serta fakta pelayanan SLF berbasis SIMBG. Analisis
diakhiri dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu
menguji fakta implementasi lokal berdasarkan premis umum dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2021 guna merumuskan preskripsi hukum yang responsif.

Dalam mendesain fokus pengamatan, komponen situasi sosial yang mencakup

tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activities) dimanfaatkan sebagai pisau
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analisis untuk memetakan fenomena hukum di lapangan tanpa mengaburkan hakikat studi
kepustakaan. (Sugiyono, 2008) menyatakan bahwa objek penelitian kualitatif terintegrasi
dalam tiga komponen utama tersebut, yang dalam kajian ini diterjemahkan ke dalam
konteks yuridis. Komponen place merujuk pada wilayah administratif Kabupaten Bekasi
khususnya kawasan industri dan komersial, actor merepresentasikan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang, pengkaji teknis, serta pemilik bangunan, sedangkan activities mencakup proses
verifikasi administrasi, inspeksi keandalan, hingga penerbitan dokumen melalui platform
SIMBG. Pemetaan ini memungkinkan analisis normatif-analitis tetap terhubung dengan
realitas struktural di daerah. Penentuan Kabupaten Bekasi sebagai lokus penelitian
dilakukan secara purposive mengingat posisinya sebagai salah satu pusat industri terbesar
dengan konsentrasi bangunan komersial dan pabrik yang sangat tinggi. Pemilihan instansi
DPMPTSP dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di Kompleks Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, didasarkan pada kewenangan strategis kedua lembaga
tersebut sebagai otoritas pelaksana dan pengawas dalam penerbitan SLF.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Bekasi dalam menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan instrumen
pengawasan administratif guna memastikan bangunan gedung industri memenuhi standar
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan bagi penggunanya (Muhaimin,
2020). Dalam ekosistem perizinan berbasis Sistem Informasi Manajemen Bangunan
Gedung (SIMBG), DPMPTSP menjalankan fungsi validasi dokumen, pemantauan
komitmen perizinan berusaha, hingga penerbitan formal SLF pasca-pemerolehan
rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi
(Muhaimin, 2020). Pengawasan keandalan bangunan terbagi ke dalam dua ranah yang
saling terintegrasi, yakni DCKTR berwenang pada aspek pemeriksaan teknis serta
pengujian kelaikan fisik di lapangan, sedangkan DPMPTSP berfokus pada validasi
legalitas perizinan berusaha. Pembagian peran dan struktur kelembagaan DPMPTSP
Kabupaten Bekasi yang mendukung alur pelayanan perizinan tersebut disajikan pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Pembagian Fungsi Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bekasi

dalam Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Tugas Pokok dan Fungsi

Otoritas  Penerbitan /

Unit Kerja Perizinan Pengawasan SLF
Menerbitkan dokumen

Pengambilan  keputusan SLF berdasarkan

strategis dan rekomendasi teknis
Kepala Dinas penandatanganan legalitas. DCKTR.

Pengelolaan  administrasi Memfasilitasi kesiapan

umum, keuangan, dan operasional seluruh bidang
Sekretariat operasional. pelayanan.

Verifikasi berkas Memvalidasi  kesesuaian
Bidang Pelayanan permohonan dan dokumen identitas dan izin
Perizinan pengelolaan loket digital. usaha dasar.

Pemantauan, pembinaan, Memproses penjatuhan
Bidang Pengendalian dan dan pengawasan kepatuhan sanksi administratif atas
Pelaksanaan investasi. pelanggaran SLF.

Sumber: Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2015

Kedudukan SLF secara historis telah dipertegas sejak lahirnya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 sebagai prasyarat mutlak sebelum operasionalisasi bangunan
gedung (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di
Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi memiliki urgensi tinggi terhadap implementasi SLF
guna memitigasi risiko kecelakaan kerja serta kegagalan struktur fisik pada kawasan
industri yang padat aktivitas. Dokumen SLF kini bertindak sebagai instrumen legalitas
yang memengaruhi transaksi aset, agunan perbankan, dan kelayakan iklim investasi
daerah (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Reformasi regulasi melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2021 memperkuat legitimasi tersebut dengan memperkenalkan integrasi
digitalisasi pelayanan melalui platform SIMBG yang wajib diterapkan pemerintah daerah
paling lambat 2 Agustus 2021 (PP No. 16/2021). DPMPTSP Kabupaten Bekasi
berwenang menindak pengabaian kepemilikan SLF melalui penjatuhan sanksi
administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan
pemanfaatan, pembekuan SLF, izin

hingga pencabutan berusaha (Kanyaka

Prajnapramita, 2018).

Pengawasan penerbitan SLF di Kabupaten Bekasi dilaksanakan melalui kolaborasi
lintas dinas yang mencakup pengawasan langsung berupa inspeksi fisik lapangan oleh

tim ahli dan pengawasan tidak langsung melalui evaluasi berkala dokumen as-built
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drawings pada platform SIMBG (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Tahapan pengawasan
terbagi menjadi tiga fase utama: persiapan administratif (verifikasi NIB, PKKPR, dan
PBG), pengawasan teknis (site visit oleh DCKTR untuk menguji komponen struktural,
arsitektur, serta sistem mekanikal-elektrikal), dan tahap penilaian (penyusunan Berita
Acara Pemeriksaan sebagai dasar rekomendasi teknis) (Budiono Joko Nugroho, Rahma
Nindya Ayu Hapsari, 2022). Apabila keandalan bangunan diragukan, pemerintah daerah
berwenang melakukan audit struktur atau mewajibkan pemilik gedung melampirkan hasil
uji laboratorium independen yang terakreditasi (Budiono Joko Nugroho, Rahma Nindya
Ayu Hapsari, 2022). Pelaksanaan seluruh fase pengawasan ini didukung oleh
pemanfaatan teknologi SIMBG guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta

kemudahan pemantauan rekam jejak pemeliharaan bangunan berkala.

Penerapan regulasi di lapangan masih menghadap sejumlah kendala mendasar yang
mengganggu efektivitas penegakan aturan. Kendala utama bersumber dari keterbatasan
kuantitas dan kompetensi sertifikasi teknis personel pengawas pada DCKTR dan
DPMPTSP yang tidak sebanding dengan ribuan unit bangunan industri di Kabupaten
Bekasi, serta minimnya transparansi pelaku usaha dalam menyajikan dokumen teknis saat
inspeksi mendadak. Sebagai langkah penanganan, DPMPTSP dan DCKTR
mengintensifkan verifikasi pra-inspeksi dan menerapkan mekanisme pemeriksaan

lanjutan bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan dokumen.

Temuan penelitian (novelty) dalam kajian ini mengungkapkan bahwa kendati
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 memandatkan digitalisasi penuh pelayanan
SLF melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk memotong
birokrasi, efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Bekasi masih mengalami celah
(gap) struktural. Kesenjangan tersebut dipicu oleh ketimpangan antara akselerasi sistem
perizinan digital nasional dan keterbatasan kapasitas teknis aparatur di daerah, yang
diperparah oleh pola ketidaktaatan normatif pemilik bangunan industri lama yang

bertransisi dari rezim IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis mengenai implementasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di
Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
membuktikan bahwa keandalan tata kelola bangunan gedung industri ditentukan oleh
efektivitas sinergi kelembagaan antara DPMPTSP, DCKTR, dan dinas pengampu urusan
pekerjaan umum. Prosedur penerbitan SLF pada kawasan industri masif ini bertumpu
pada validasi administratif oleh DPMPTSP serta verifikasi kelaikan fisik lapangan oleh
tim teknis DCKTR guna menjamin keselamatan kerja, keamanan struktur, dan pelestarian
lingkungan terbangun (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Efektivitas pengawasan
pascapenerbitan dokumen dicapai melalui penggabungan metode inspeksi langsung di
lokasi usaha serta pengawasan tidak langsung berbasis analisis konsistensi data laporan
pemeliharaan berkala pada platform digital Sistem Informasi Manajemen Bangunan
Gedung (SIMBG). Integrasi tata kerja ini memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan
sistem teknik penyelenggaraan bangunan dan ilmu manajemen industri melalui
standarisasi inspeksi kelaikan fungsi, peningkatan akurasi audit teknis keandalan struktur,
serta percepatan transisi birokrasi digital yang responsif terhadap dinamika kawasan

industri.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan
pada objek dan periode tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada
seluruh sektor industri atau wilayah. Kedua, penelitian menggunakan variabel yang
terbatas sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi variabel
dependen. Ketiga, pendekatan penelitian yang digunakan belum sepenuhnya menangkap
dinamika perubahan yang terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian
ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Pengoptimalan implementasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten
Bekasi memerlukan penguatan fungsi pengawasan lapangan secara berkala oleh
DPMPTSP dan DCKTR melalui penambahan kuantitas aparatur pengawas teknis
bersertifikasi serta alokasi anggaran khusus pengadaan instrumen pemantauan digital
otomatis. Pemerintah daerah perlu mempererat koordinasi penegakan hukum yustisial
bersama aparat penegak hukum untuk menindak tegas manipulasi data kelaikan struktur,

sembari membuka akses transparansi hasil inspeksi bangunan kepada publik sebagai
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bentuk kontrol sosial (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Sementara itu, pelaku usaha di
kawasan industri Kabupaten Bekasi wajib meningkatkan kepatuhan hukum dengan
mengimplementasikan standardisasi keandalan bangunan secara riil di lapangan guna
menjamin keselamatan kerja, bukan sekadar menjadikan SLF sebagai pelengkap

administrasi formal (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Pengembangan studi mendatang disarankan untuk memperluas cakupan objek
penelitian, memperbanyak jumlah sampel, serta memperpanjang rentang periode
observasi agar diperoleh konstruksi model analisis yang lebih komprehensif. Peneliti
berikutnya perlu mengintegrasikan variabel eksternal lain yang relevan guna memetakan
efektivitas regulasi dan tata kelola birokrasi daerah secara utuh. Di samping itu,
pengaplikasian metode analisis yang berbeda seperti Structural Equation Modeling
(SEM), System Dynamics, pemodelan berbasis Artificial Intelligence (Al), maupun
pendekatan longitudinal sangat dianjurkan untuk memberikan eksplanasi kausalitas yang
mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Bagi akademisi dan peneliti hukum
selanjutnya, pengembangan pendekatan sosiologi hukum yang berfokus pada faktor
kontekstual lokal sangat krusial untuk merumuskan model pengawasan tata bangunan
yang responsif dan adaptif terhadap dinamika industrialisasi yang masif.
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